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ABSTRAK 

 
ANALISIS PARTISIPASI MASYARKAT DALAM PROGRAM 

KETAHANAN PANGAN DI DESA SEBERANG TALUK HILIR 

KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN 

SINGINGI 

 
Oleh: 

APRIL MEILANI SEBER 

NPM. 220411014 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 

Program Ketahanan Pangan di Desa Seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan 

Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Partisipasi masyarakat merupakan faktor 

kunci dalam keberhasilan program ketahanan pangan, karena keterlibatan aktif 

warga dapat menentukan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta 

keberlanjutan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Informan penelitian meliputi Perangkat Desa, Kelompok Tani, serta 

warga yang terlibat dalam kegiatan Ketahanan Pangan. Hasil penelitian ini 

berdasarkan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dapat disimpulkan bahwa 

Partisipasi Masyarakat dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Seberang Taluk 

Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Cukup Baik. 

 

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Ketahanan Pangan 
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ABSTRACT 

 

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM 

KETAHANAN PANGAN DI DESA SEBERANG TALUK HILIR 

KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 
BY: 

APRIL MEILANI SEBER  

NPM. 220411014 

 
This study aims to analyze the level of community participation in the food security 

program in Seberang Taluk Hilir Village, Kuantan Tengah District, Kuantan 

Singingi Regency. Community participation is a key factor in the success of a food 

security program, as active community involvement determines the effectiveness of 

planning, implementation, and program sustainability. This study used a qualitative 

descriptive approach, with data collection techniques through interviews, 

observation, and documentation. Informants included village officials, farmer 

groups, and residents involved in food security activities. he results of this study 

based on observations, interviews and documentation can be concluded that 

community participation in the food security program in Seberang Taluk Hilir 

Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency is quite good. 

 

Keywords: Community Participation, Food Security 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketahanan Pangan telah menjadi salah satu isu global yang semakin 

mendesak, terutama di negera-negara berkembang seperti di Indonesia. Dengan 

populasi yang terus meningkat dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi 

pertanian, tantangan dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan 

berkualitas semakin kompleks.  

Ketahanan Pangan adalah kondisi dimana setiap individu memiliki akses 

yang cukup terhadap makanan yang aman, bergizi, dan beragam untuk hidup sehat 

dan aktif. Ini berarti makanan tersedia dalam jumlah yang cukup terjangkau, dan 

mudah didapat oleh semua orang. Di Indonesia ketahanan pangan yang menjadi 

prioritas nasional yang diatur dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah. 

Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk meningkatkan produksi pangan 

domestik, memperkuat sistem distribusi, dan meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pangan.  

Ketahanan pangan merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan 

nasional yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas 

pangan bagi seluruh masyarakat. Di tingkat lokal, keberhasilan program ketahanan 

pangan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat sebagai pelaku 

utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.  

 Pada hakekatnya partisipasi masyarakat adalah sebuah keharusan dalam 

bentuk respon terhadap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pemerintah, 
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baik pusat maupun daerah oleh masyarakat. Tanpa adanya respon positif dari 

masyarakat, maka kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah tidak 

dapat terlaksana dengan maksimal terlebih lagi kegiatan yang direncanakan tersebut 

menyangkut kegiatan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

Partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan merupakan salah satu 

aspek penting yang perlu diperhatikan, Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan 

rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program tersebut.  

Program ketahanan pangan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat 

sebagai upaya mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan 

kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu dasar hukum utama 

adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan 

bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia 

secara adil, merata, dan berkelanjutan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan 

bahwa pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat memiliki tanggung jawab 

bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui penyediaan 

pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau. 

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal 

menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi 

pangan lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung sistem pangan yang 

berkelanjutan. 
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Di samping itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang 

Pengalokasian Dana Desa juga menegaskan bahwa pemerintah desa wajib 

mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintah memberikan perhatian besar terhadap penguatan sektor pangan sebagai 

salah satu strategi meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa. 

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan terus mendorong penguatan 

ketahanan pangan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian produksi 

pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. 

Kabupaten Kuantan Singingi termasuk daerah yang menindaklanjuti kebijakan 

tersebut melalui program ketahanan pangan di tingkat desa, salah satunya di Desa 

Seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah. 

Desa Seberang Taluk Hilir, yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, 

merupakan salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam yang mendukung 

pengembangan ketahanan pangan lokal. Program ini menitikberatkan pada 

penanaman bibit Cabai Varietas Akar, yaitu varietas yang dikenal memiliki daya 

tahan tinggi, adaptif terhadap kondisi lingkungan, serta potensi hasil panen yang 

baik. Budidaya cabai dilakukan di lahan seluas 1 hektar sebagai upaya untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian lokal sekaligus memberikan manfaat 

ekonomi bagi masyarakat desa. Cabai dipilih karena merupakan komoditas 

hortikultura bernilai ekonomi tinggi, memiliki permintaan pasar yang stabil, dan 

berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan bagi rumah tangga. 
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Namun, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh 

ketersediaan lahan atau jenis tanaman yang digunakan, tetapi sangat bergantung 

pada tingkat partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah dan perangkat desa. 

Secara ideal, program ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam 

berbagai tahap, mulai dari perencanaan kegiatan, pengolahan lahan, penanaman 

bibit, perawatan tanaman, panen, hingga pendistribusian hasil panen. Dengan 

keterlibatan pada setiap tahapan, diharapkan masyarakat merasa memiliki program 

tersebut dan termotivasi untuk menjaga keberlanjutannya. Selain masyarakat, 

Perangkat desa juga memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan 

program. Mereka diharapkan dapat menyusun kebijakan yang relevan, 

mengalokasikan dana desa secara tepat, mengkoordinasikan berbagai kegiatan 

pertanian, memberikan arahan kepada kelompok tani, serta mendampingi 

masyarakat dalam pelaksanaan program. Namun, kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Seberang 

Taluk Hilir tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu permasalahan utama 

adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang praktik pertanian yang 

berkelanjutan. Banyak masyarakat yang masih menggunakan cara bertani 

tradisional tanpa inovasi, sehingga produktivitas tanaman tidak maksimal. 

Minimnya pengetahuan ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan atau 

penyuluhan yang diterima masyarakat secara merata. Permasalahan lainnya adalah 

adanya dugaan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum merata. Hanya sebagian 

masyarakat dan kelompok tani yang terlibat aktif mengikuti kegiatan, sementara 

sebagian lainnya kurang terlibat dalam kegiatan program . Ketimpangan partisipasi 
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ini dikhawatirkan dapat mengurangi efektivitas program dan menghambat 

pencapaian tujuan ketahanan pangan desa. Ketidakmerataan partisipasi ini bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya motivasi, kurangnya 

pemahaman tentang manfaat program, atau minimnya komunikasi antara pelaksana 

program dengan masyarakat. 

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Kantor Desa Seberang Taluk Hilir 

melalui laporan kegiatan ketahanan pangan tahun 2024:  

Tabel 1.1: Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat Desa Seberang Taluk 

Hilir dalam memenuhi undangan Perencanaan Kegiatan Program 

Ketahanan Pangan Tahun 2024. 

No  Bulan  Pelaksanaan  Musyawarah 

Undangan Kehadiran Persentase 

1.  22 September 2024 

(Musyawarah 

Pelaksanaan) 

65 35 50% 

Sumber Data: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir 2024. 

Melihat adanya kesenjangan antara partisipasi yang diharapkan dan kondisi 

yang nyata di lapangan, penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam 

mengenai bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program 

ketahanan pangan di Desa Seberang Taluk Hilir. Oleh karena itu, penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam 

Program Ketahanan Pangan di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. maka dapat diketahui rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam 

Program Ketahanan Pangan di Desa Seberang Taluk Hilir?" 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui partisipasi masyarakat 

dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Seberang Taluk Hilir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat 

dalam program ketahanan pangan, serta memperkuat keberhasilan dampak 

dari program tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

penguatan ekonomi lokal  

1.4.2 Manfaat Teoritis  

a. Menambah wawasan akademis mengenai partisipasi masyarakat dalam 

program ketahanan pangan 

b. Menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan administrasi negara dan kebijakan pangan.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 2.1.1 Teori Administrasi Negara 

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang 

berurusan dengan catat mencatat, pembukuan, surat-menyurat, pembuatan 

agenda dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintah 

atau suatu Perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan 

kegiatan pemerintah atau Perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan 

administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan 

baik.  

Menurut Thoha (2012; 147) Administrasi Negara Adalah kegiatan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan urusan-urusan negara, kebijakan negara dan 

kewenangan politik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi 

negara Adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui 

pemerintahdan cara mereka memperolehnya. Ilmu administrasi negara 

diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik. 

Menurut Chisyati (dalam Kacaribu, 2020 : 5) pengertian administrasi 

dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu administrasi dalam arti sempit dan 

administrasi dalam arti luas. 

Menurut Haryadi (dalam Roslin Sovia dkk, 2022 : 3) pengertian 

administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan mengumpulkan dan mencatat 
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data dan informasi secara sistematis untuk memberikan informasi dan 

memudahkan pencarian secara umum dalam kaitanya satu sama lain. 

Administrasi dalam arti luas, yaitu kegiatan kerja sama yang dilaksanakan 

oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana di tentukan 

dalam struktur dengan mendayagunakan sumber sumber untuk mencapai tujuan 

efektif dan efisien Sialahi. (dalam Rosialin Sovia dkk, 2022 : 4). 

Administrasi adalah suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara 

efektif dan efisien. (Sedarmayanti 2010: 14). 

Menurut Pasalong (2013; 11) Administrasi publik adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh badan 

legislatif dan eksekutif.  

Menurut Administrasi negara adalah dari negara sebagai organisasi dan 

administrasi yang mengejar tujuantujuan yang bersifat ketatanegaraan. Dari 

pendapat Jhon M. Pffifner administasi negara merupakan alat dan proses untuk 

mencapai tujuan negara. Tujuan-tujuan negara akan terlaksana jika negara 

memiliki administrasi ketatanegaraan yang baik. (dalam  Kencana Syaffie 2008; 

33), 

Menurut Dimmock Administrasi negara adalah kegiatan pemerintah di 

dalam melaksanakan kegiatan politiknya. (dalam Kencana Syafiie 2008; 34). 

Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan 

peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Pendapat dari Dwight Waldo 

tentang administrasi negara merupakan manajemen dimana pemerintah harus 
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menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengevaluasi dan 

pengarahan dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. (dalam 

Kencana Syafiie 2008; 34) 

Menurut George J. Gordon Administrasi negara adalah sebagai seluruh 

proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan 

dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh 

badan legislatif, eksekutif, searta peradilan. Dari pendapat yang dikemukakan, 

selain adanya administrasi negara juga berkaitan dengan hukum dan peraturan-

peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah. Dalam pengurusan administrasi 

negara harus berlandaskan hukum yang mengikatnya. Sehingga pelaksanaan 

tugas-tugas pemerintah bisa berjalan dengan tertib aman dan bertanggungjawab. 

Objek disipilin penelitian ilmu administrasi negara adalah pelayanan publik 

sehingga yang dikaji terutama adalah keadaan berbagai organisasi publik. 

(dalam Kencana Syaffie 2008; 34). 

Administrasi negara meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan, Pembangunan, yang didukung oleh sumber daya 

manusia serta dukungan administrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibrohim 

(2008; 17) yang mengungkapkan bahwa administrasi negara meliputi seluruh 

Upaya manajemen pemerintahan (Prencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, 

Pengawasan, Pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan Sumber 

Daya Manusia serta dukungan Administrasi atau tata laksananya.  

Menurut Priffiner yang memberikan penjelasan mengenai administrasi 

negara sebagai berikut: 
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1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang 

ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. 

2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha 

perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintahan, hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. 

3. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan 

dengan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik 

yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap 

sejumlah orang. 

2.1.2 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen Sumber Daya Manusia harus dipandang sebagai perluasan 

dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif dan untuk itu 

membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan 

mengelolanya. Menurut Simamora (dalam Sutrisno, 2019; 5) Manajemen 

Sumber Daya Manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, 

pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau 

kelompok pekerja.  

 Menurut Hasibuan (dalam Cia Cai Cen, 2022; 5) MSDM adalah ilmu dan 

seni mengatur hubungan dan perananan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat 

 Menurut Mangkunegara (dalam Cia Cai Cen, 2022; 5) MSDM adalah 

suatu pengelolaan dan pendayagunaan suatu sumber daya yang ada pada 

individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara 
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maksimal didalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi, dan 

pengembangan individu pegawai.  

    Menurut Schuler (dalam Sutrisno, 2017; 6) Manajemen Sumber Daya 

manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi 

sebagai sumber daya manusia yang samgat penting dalam memberi kontribusi 

bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan 

untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara 

efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. 

Menurut Samsudin (2019; 20) Sumber Daya Manusia Adalah orang-orang 

yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, 

memasarkan produk, mengalokasi sumber daya finansial, serta merumuskan 

seluruh strategi dan tujuan organisasi.  

Menurut G.R Terry (dalam Anwar, 2017; 7) Manajemen adalah proses 

yang berbeda yang terdiri atas perencanaan (Planning), Pengorganisasian 

(Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling), yang 

dilakukan  untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan 

menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.  

Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia 

ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, 

karena manusia menjadi perencanaan, pelaku dan penentu wujudnya tujuan 

organisasi.  
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Tujuan Manajemen SDM menurut Samsudin (2019; 30) Adalah 

memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap 

organisasi atau Perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara 

strategis, etis, dan sosial. Tujuan Manajemen SDM tidak hanya mencerminkan 

kehendak manajer senior tetapi juga menyeimbangkan tantangan organisasi, 

fungsi sumber daya manusia dan orang-orang yang terpengaruh. 

    Menurut Cushway (dalam Sutrisno, 2017; 7-8) Tujuan Manajemen 

Sumber Daya Manusia meliputi: 

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya 

manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang 

bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap 

mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal.  

2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber 

daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya.  

3. Membantu dalam membangun arah keseluruhan organisasi dan strategi, 

khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. 

4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai 

tujuannya.  

Adapun Fungsi dari Sumber Daya Manusia Adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Pengadaan Tenaga Kerja melalui kegiatan penentuan kebutuhan 

tenaga kerja (baik mengenai mutu maupun jumlahnya), mencari sumber-

sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien, mengadakan seleksi terhadap 

para pelamar, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang sesuai, 
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dan memberikan Pendidikan serta Latihan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan tugas bagi para tenaga kerja baru. 

2. Fungsi Pemeliharaan tenaga kerja mencakup pelaksanaan program-program 

ekonomis maupun non-ekonomis, yang diharapkan dapat memberikan 

ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang 

dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan 

oleh organisasi. 

  Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar 

manajemen dikembangkan. Menurut Schermerhorn (dalam Edison, dkk, 2017; 

6)  terdapat 4 fungsi manajemen yaitu:  

1. Perencanaan, Perencanaan Adalah fungsi manajemen yang sangat penting 

sebab, apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah 

keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam 

Menyusun perencanaan perulu dilakukan dengan cermat melalui 

pengamatan lingkungan (Environment scanning) dan keterlibatang semua 

level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan 

Keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing- masing bagian 

dan mewujudkan tujuan organisasi. 

2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah 

Keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan 

pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi 

biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas 
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pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan 

pekerjaan pada Tingkat operasional dan teknis. 

3. Memimpin, fungsi memimpin diantaranya Adalah mengarahkan dan 

menggerakkan bawahannya sesuai dengan Tingkat kewenangannya. Fungsi 

memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan 

kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, 

termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan. 

4. Pengendalian, fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa 

proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah 

ditetapkan. Tujuan lainnya, Adalah untuk membantu manajemen dalam 

mengambil Tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan 

untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan 

pada tujuan yang belum terpenuhi.  

2.1.3 Teori Pemerintahan Desa  

Menurrut Suhartono (dalam Fatimah, 2020; 45) Pengertian Desa yaitu: (1). 

Pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani (agraris), 

(2). Dalam wilayah itu, pertanian merupakan ekonomi yang paling dominan, (3). 

Factor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya, (4). 

Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya 

merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dengan 

sendirinya”, (5). Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga 

desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan (6) mempunyai 
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Tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat 

daripada kota.  

Menurut G.S. Diponolo dalam bukunya Ilmu Negara, pemerintah memiliki 

dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pemerintah 

mencakup keseluruhan badan pengurus negara, termasuk segala bagiannya dan 

pejabat yang menjalankan tugas negara dari pusat hingga daerah. Sedangkan 

dalam arti sempit, pemerintah adalah badan pimpinan yang terdiri atas seorang 

atau beberapa orang yang memegang peran sentral dalam pelaksanaan tugas 

negara. 

Menurut Mashuri Maschab, ketika membahas tentang desa di Indonesia, 

desa bisa dilihat dari tiga sudut pandang: sosiologis, ekonomi, dan politik. Secara 

historis, desa adalah organisasi komunitas lokal yang memiliki batas wilayah, 

dihuni oleh sejumlah penduduk, dan memiliki adat istiadat untuk mengatur 

dirinya sendiri, yang disebut sebagai self-governing community. Konsep desa 

sebagai kesatuan masyarakat hukum baru muncul pada masa penjajahan 

Belanda. 

Menurut Sukriono (dalam Fatimah, 2020; 48) mendefinisikan 

pemerintahan desa adalah, kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. Desa mempunya pemerintahan sendiri, yang 

dinamakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
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asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system 

pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentaang Desa pasal 18 

menerangkan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 

berdasarkan Prakarsa masyarakat., hak asal usul, dan adat istiadat desa. 

Selanjutnya pada pasal 19 dijelaskan “kewenangan Desa meliputi: Kewenangan 

berdasarkan hak asal usul; kewenangan local berskala desa; kewenangan yang 

ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah 

kabupaten/kota”. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat 

diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka 

saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan 

banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa 

diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor 

agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta 

tingkat pendidikan yang rendah . 

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, yang 

dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada 

Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, kepala desa wajib 

memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat 

menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap 

harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan 
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dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan 

pertanggungjawaban yang dimaksud.Sekartaris Desa adalah salah satu 

perangkat desa bertugas mengurus administrasi di desa. Misalnya, membuat 

surat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris Desa merupakan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan 

nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah 

terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat 

yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, 

dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama 

yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat 

tersebut. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada 

di bawah Camat.Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan 

nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah desa.(Syafie,2011:23). 

Desa Memiliki Hak, Wewenang, dsn Kewajiban pemerintahan desa dalam 

menjalankan pemerintahannya, sebagai berikut: 

1. Hak Pemerintahan Desa 

a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan 

b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari 

pemerintah  dan pemerintah daerah 
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2. Wewenang Pemerintahan Desa 

a. Menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membiucarakan masalah- 

masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan 

masyarakat desanya; 

b. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan 

untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan 

memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutas 

berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan 

c. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan 

Pembangunan. 

3. Kewajiban Pemerintahan Desa 

a. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat 

di desa yang bersangkutan; 

b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa; 

c. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah; 

d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan 

kesejahteraan warga desanya; dan 

e. Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang 

menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil. 

Kewenangan- Kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa lebih 

mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan Prakarsa dan potensi-potensi 

sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa 
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berkewajiban untuk dapat meningkatkan Pembangunan, Pelayanan Publik serta 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan 

akuntabel. 

 2.1.4 Teori Partisipasi Masyarakat 

 Kata partisipasi sering kali didengar dalam kehidupan sehari hari, baik 

yang diucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada 

pengertian atau definisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. 

Hal ini disebabkan oleh adanya sudut pandang yang berbeda yang dipakai dalam 

memberikan pengertian atau definsi.  Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 

partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikut sertaan 

atau peran serta. 

 Menurut Isbandi dkk ( dalam Mustanir Ahmad dkk, 2022; 32) Partisipasi 

adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan 

potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan Keputusan tentang 

alternatif Solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan Upaya mengatasi 

masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan 

yang terjadi. 

Pengertian secara umum yang dapat ditangkap dari istilah partisipasi 

adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam suatu 

kegiatan. Totok Mardikanto dan Subianto (2015:81).  

Beal dalam Totok Mardikanto dan Subianto (2015:81) menyatakan bahwa 

partisipasi adalah sesuatu yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh 

adanya rangsangan dari luar, yang merupakan gejala yang dapat diindikasikan 
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sebagai perubahan sosial yang eksogen. Karena itu partisipasi partisipasi sebagai 

proses akan menciptakan jaringan sosial yang baru yang masing-masing 

berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan 

akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.  

Menurut Lukmanul Hakim (2015; 50) Partisipasi merupakan keterlibatan 

mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong 

mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut 

bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal 

penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. 

Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam 

suatu kegiatan secara sadar. 

 Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan 

keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur 

keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Secara etimologi kata partisipasi berasal 

dari Bahasa Inggris yaitu participation  ialah kata benda orang ikut dalam ikut 

mengambil bagian, peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil 

bagian “ participation” adalah hal mengambil bagian. 

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut 

Effendi, terbagi atas partisipasi Vertikal, dan horizontal. Disebut vertikal karena 

terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil 

bagiandalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat 

berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi 

horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau 
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kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya, 

partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat 

yang mampu berkembang secara mandiri. 

Menurut Prasadja (dalam Setiawan Agustina, 2022; 34) Partisipasi sebagai 

bentuk kontribusi terorganisir yang dilakukan masyarakat untuk merumuskan 

dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan umum pemerintah. Posisi 

pemerintah dam masyarakat Adalah setara dan  saling membutuhkan satu sama 

lain atau sering dikenal dengan hubungan kemitraan.  

Menurut Theresia dkk (dalam Rizal, 2022; 56) mengartikan Partisipasi 

sebagai Tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan pernyataan untuk 

mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. 

Menurut Theresia dkk (dalam Rizal, 2014; 197) Partisipasi merupakan 

suatu khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: 

kewenangan, tanggungjawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan 

komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh orang 

yang bersangkutan mengenai: 

a. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki. 

b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau 

masyarakatnya sendiri. 

c. Kemampuan untuk berpartsipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan. 

d. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.  
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Menurut Sari P (2021; 95) yang menjabarkan bahwa pokok partisipasi 

dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah efektifitas dan efisiensi 

kelompok. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat harius efektif dan berhasil, 

dan tidak dapat mengatur kepentingan pribadi beberapa kelompok karena 

dengan lebih. Agar secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kebijakan 

yang akan diambil harus dilibatkan, motivasi penting di balik kontribusi desa 

adalahl untuk masukanl dan saran yang bermanfaat bagi penduduk dan jaringan 

yang tertarik (kepentingan umum) agar pengambilan keputusan berkualitas, 

karena dengan mempengaruhi individu yang mungkin terpengaruh oleh 

pendekatan dan kebijakan pihak yang berkepentingan, pilihan dinamis dibuat. 

Persyaratan dan asumsi untuk jaringan dan pertemuan ini dapat ditangkap dan 

kemudian digabungkan menjadi sebuah ide. Pada sisi lain, opini dan tanggapan 

masyarakat akan membantu pengambilan pilihan (mitra) untuk mengidentifikasi 

prioritas dan kepentingan, dan peran masyarakat juga merupakan etikal politik 

yang memandang masyarakat sebagai sumber kekuatan dan kekuasaan. 

  Konsepsi Partisipasi Masyarakat terkait secara langsung dengan ide 

demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi “dari, oleh dan untuk rakyat”, akan: 

“memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang 

skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak 

masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, 

serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat 

ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang”. 
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  Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi Masyarakat berarti 

masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena 

kenyataannya pemerintalah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, 

penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Gardon W. Allport 

berpendapat bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami 

keterlibatan dalam dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan 

dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan 

perasannya. Sedangkan Keith Davis mengatakan bahwa partisipasi adalah 

keterlibatan mental pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi 

kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada 

kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap 

usaha yang bersangkutan. 

  Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga 

dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. 

Gaventa dan Valderma menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah 

mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai 

bentuk keikut-sertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan 

keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga 

masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan 

gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi : 

a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana 

hak politik lainnya. 
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b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan 

publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan 

demokrasi perwakilan. 

 c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan 

publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.  

 d.  Partisipasi dapat dilakukan secara sistematik, bukan hal yang insidental. 

 e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang 

mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance). 

 f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. (Siti Irene, 2011:55). 

  Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting.Dimensi 

pertama adalah siapa yang berpartisipasi.Untuk itu Cohne dan Uphoff 

mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggung 

jawabnya, yaitu : 

a. Penduduk setempat 

b. Pemimpin masyarakat. 

c. Pegawai pemeritahan 

d. Pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting 

dalam suatu atau kegiatan tertentu. 

  Moeljanto menyatakan bahwa dalam konteks partisipasi lokal, semua 

mitra pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya 

pelaksanaan harus memaksimumkan partisipasi masyarakat dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan umum mereka. 
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Partisipasi masyarakat adalah Memberikan kekuasaan yang meliputi 

bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam mengambil keputusan dan 

pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan. (Siti Irene, 2011:59). 

Sedangkan pengertian masyarakat, Moh Mulyadi (2012:31) berpendapat 

bahwal masyarakat merupakan golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa 

manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan 

mempengaruhi satu sama lain. Sangat mungkin dianggap bahwa masyarakat 

adalah kumpulan dari berbagai pertemuan yang saling mempengaruhi.  

Menurut Judistira Garna (2012; 22) yang mendefenisikan masyarakat 

merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja 

sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah 

laku serta kebebasankebebasan manusia. Keseluruhan yang saling berubah ini 

dinamakan masyarakat, masyarakat ialah jalinan hubungan sosial. 

 Telaan tentang partisipasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi, pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dan suka rela, baik kerena alasan-

alasan dari dalam maupun dari luar dalam keseluruhan proses kegiatan yang 

bersangkutan yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian serta pemanfaatan hasil-hasil yang dicapai. Yadav 

dalam Totok Mardikanto dan Subianto (2015:83,84) mengemukakan, partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan terdiri atas:  

a. Partisipasi dalam pengambilan Keputusan, Pada umumnya setiap program 

pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan 
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alokasi anggaranya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang 

dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok 

kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat banyak. Partisipasi dalam pengambilan sendiri dapat 

diukur dari, 1) keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) kesediaan 

dalam memberikan data dan informasi, 3) keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan.  

b. Partisipasi dalam pelaksanaan, kegiatan Partisipasi seringkali diartikan 

sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk 

secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. 

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dapat diukur dari 1) keaktifan 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, 2) kesediaan memberikan 

sumbangan berupa pikiran, keahlian dan keterampilan, 3) kesediaan 

memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan penunjang 

pembangunan.  

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan Kegiatan 

pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembanguna sangat 

diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, 

tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-

masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang 

bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur 

dimensi keterlibatan masyarakat pengawasan dan evaluasi pembangunan 

meliputi, pertama, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan 



27 
 

 
 

pengawasan, kedua, keaktifan dalam melakukan pengawasan, dan ketiga, 

pemberian kritik dan saran dari masyarakat.  

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

merupakan unsur terpenting yang sering dilupakan. Sebab, tujuan 

pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak 

sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. 

Disamping itu. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan 

dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap 

program pembangunan yang akan datang. Dimensi keterlibatan dalam 

memanfaatkan hasilhasil pembangunan meliputi, 1) kesediaan dalam 

menerima dan memanfaatkan hasil hasil pembangunan, 2) kesediaan dalam 

melestarikan hasil-hasil pembangunan, 3) kesediaan dalam mengembangkan 

hasilhasil pembangunan. 

  Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa 

partisipasi masyarakat memang masih kurang dalam semua tahapan kegiatan 

program desa mandiri pangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, kita tidak dapat 

pungkiri bahwa program ketahanan pangan hanya bisa berhasil jika mendapat 

respon dan perhatian dari masyarakat. Dari apa yang terjadi di Kecamatan 

Kuantan Tengah kita bisa melihat bahwa salah satu faktor pendukung dari 

pelaksanaan desa mandiri pangan adalah tingginya respon masyarakat terhadap 

ketahanan pangan itu sendiri. Masyarakat menyadari betul bahwa berpartisipasi 

dalam program ketahanan pangan ini berarti turut serta dalam berpartisipasi 
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dalam pembangunan desa. Sehingga proses pelaksanaan program ketahanan 

pangan menjadi lebih lancar. 

 Partisipasi dalam program ketahanan pangan sangat penting untuk 

memahami bagaimana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam 

menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Ketahanan pangan tidak hanya 

terkait dengan ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup akses, pemanfaatan, 

dan stabilitas pangan 

  Keterlibatan masyarakat dalam program desa ketahanan pangan dimulai 

dari proses perencanaan program yaitu mulai kehadiran dalam  pertemuan yang 

diadakan oleh pengurus desa. Begitupun ketika dilakukan penggalian gagasan, 

masyarakat dituntut untuk lebih pro aktif dalam menyampaikan ide, gagasan 

maupun saran bagi kepentingan kesejahteraan desa. Setelah proses perencanaan 

dilakukan masyarakat kembali dituntut partisipasinya dalam bentuk tenaga, 

waktu, serta material dalam proses pelaksanaan kegiatan yang telah 

direncanakan tersebut. Begitupun setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan 

masyarakat dituntut untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan serta menjaga dan 

memelihara hasil dari program tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan dari 

program ketahanan pangan tersebut dapat tercapai.  

 2.1.5 Konsep Ketahanan Pangan 

  Menurut Etimologi “ketahanan” berasal dari kata “tahan”, dan “pangan” 

artinya makanan, secara Bahasa ketahanan pangan artinya kemampuan untuk 

mempertahankan ketersediaan makanan. Secara terminologi ketahanan pangan 

adalah konsep yang menggambarkan kemampuan suatu negara/wilayah untuk 
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menjamin kebutuhan pangan penduduknya. Mencakup aspek, ketersediaan 

akses, stabilitas, dan pemanfaatan pangan. 

  Menurut FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang diwujudkan dari 

ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan dapat dijangkau. 

   Menurut Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 Indonesia 

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. 

  Dari perspektif sejarah, istilah Ketahanan Pangan (food security) mulai 

mengemuka saat terjadi krisis pangan dan kelaparan yang menimpa dunia pada 

1971. Sebagai kebijakan pangan dunia, istilah ketahanan pangan pertama kali 

digunakan oleh PBB untuk membebaskan dunia, terutama negara-negara sedang 

berkembang dari krisis produksi dan suplai makanan pokok. Fokus ketahanan 

pangan pada masa itu, sesuai dengan definisi PBB adalah menitik beratkan pada 

pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan dunia dari krisis pangan. 

Definisi tersebut kemudian disempurnakan pada International Conference Of 

Nutrition pada 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB, yakni 

tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah 

maupun mutu pada setiap individu untuk hidup segat, aktif, dan produktif. 

Maknanya adalah tiap orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi 

terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif (Hakim 2014). 
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Menurut Dr. M. Ariani Ketahanan Pangan adalah kemampuan sistem 

pangan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, 

dan bergizi. Intinya Ketahanan Pangan adalah kemampuan menjamin kebutuhan 

pangan secara berkelanjutan dan berkecukupan. 

   Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua 

unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap 

pangan tersebut. Ketersediaan dan kecukupan pangan mencakup kuantitas dan 

kualitas bahan pangan agar setiap individu dapat terpenuhi standar kebutuhan 

kalori dan energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-

hari. Penyediaan pangan dapat ditempuh melalui produksi sendiri dan impor dari 

negara lain. Komponen kedua yaitu aksebilitas setiap individu terhadap bahan 

pangan dapat dijaga dan ditingkatkan melalui pemberdayaan sistem pasar serta 

mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang dapat disempurnakan 

melalui kebijakan niaga, atau ditribusi bahan pangan dari sentra produksi sampai 

ke tangan konsumen. 

   Di Indonesia konsep ketahanan pangan dituangkan dalam Undang-undang 

No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam definisi tersebut ditegaskan lima 

bagian dalam konsep tentang ketahanan pangan tersebut, yaitu: 

a. Terpenuhinya pangan yang cukup dari segi jumlah (aspek ketersediaan/ 

availabelity), yaitu bahwasanya pangan ada dan jumlahnya mencukupi 

bagi masyarakat, baik yang bersifat nabati maupun hewani. 

b. Terpenuhinya mutu pangan (aspek kesehatan/ healthy), yaitu bahwasanaya 

pangan yang ada atau diadakan memenuhi standar mutu yang baik dan 
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layak untuk dikonsumsi manusia. Kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan 

gizi mencukupi kebutuhan akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan 

mineral.  

c. Aman (aspek kesehatan/ healthy), yaitu bahwasanya pangan yang 

dikonsumsi memenuhi standar kesehatan bagi tubuh dan tidak 

mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. 

d. Merata (aspek distribusi/distribution), yaitu bahwasanya pangan terjamin 

untuk distribusi secara merata ke setiap daerah sehingga pangan mudah 

diperoleh masyarakat. 

e.  Terjangkau (aspek akses), yaitu bahwasanya pangan memungkinkan 

untuk diperoleh masyarakat dengan mudah dan harga wajar. 

2.1.5.1 Program Ketahanan Pangan 

  Program ini merupakan tindak lanjut dari peraturan terbaru yang 

mengamanatkan alokasi minimal 20% Dana Desa untuk sektor pangan dan 

hewani. Pasal 5 dalam peraturan tentang ketahanan pangan desa tahun 2024 

secara eksplisit menyebutkan kewajiban setiap desa untuk mengalokasikan 

setidaknya 20% dari total Dana Desa yang diterima untuk program-program 

yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan hewani. Ketentuan ini 

menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pangan di tingkat 

desa.  

  Program Ketahanan Pangan adalah inisiatif pemerintah atau lembaga untuk 

memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh 

masyarakat. Tujuan utamanya adalah menjamin akses yang memadai terhadap 
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bahan pangan yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama 

dalam menghadapi tantangan seperti pertumbuhan populasi, perubahan iklim, 

bencana alam, atau gangguan ekonomi. 

  Berikut ini beberapa komponen utama dari program ketahanan pangan: 

a. Produksi Pangan Lokal, Fokus pada peningkatan produksi pangan domestik 

untuk mengurangi ketergantungan pada impor, dengan mengembangkan 

sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. 

b. Diversifikasi Pangan, Mengedukasi masyarakat untuk tidak hanya 

mengandalkan satu sumber pangan utama (misalnya beras), tetapi juga 

memanfaatkan sumber pangan alternatif seperti jagung, sagu, ubi, dan 

sayuran lokal lainnya. 

 Partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan merupakan salah 

satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Masyarakat lokal memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang berharga terkait dengan kondisi sosial-

ekonomi dan budaya setempat. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat 

meningkatkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan 

program tersebut. Namun tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

juga perlu diperhatikan. Kurangnya pengetahuan tentang praktik pertanian 

berkelanjutan dan akses terhadap sumber daya dan kurangnya kesadaran sering 

kali menjadi hambatan bagi masyarakat desa. Oleh karena ini diperlukan upaya 

kolaboratif antara pemerintahan desa, Lembaga swasta, dan organisasi 

masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif 

dalam program ketahanan pangan. 



33 
 

 
 

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan terus mendorong 

penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat untuk meningkatkan 

kemandirian produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap 

pasokan dari luar daerah. Kabupaten Kuantan Singingi termasuk daerah yang 

menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui program ketahanan pangan di 

tingkat desa, salah satunya di Desa Seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan 

Tengah. 

Desa Seberang Taluk Hilir, yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, 

merupakan salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam yang 

mendukung pengembangan ketahanan pangan lokal.  

Namun, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan 

oleh ketersediaan lahan atau jenis tanaman yang digunakan, tetapi sangat 

bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah dan 

perangkat desa. Partisipasi masyarakat yang diharapkan  mencakup 

keikutsertaan dalam perencanaan, pengolahan lahan, penanaman, perawatan 

tanaman, hingga pemanenan dan pendistribusian hasil panen. Partisipasi 

perangkat desa tampak melalui penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran, 

koordinasi kegiatan, pemberian arahan, serta pendampingan kelompok tani. 

Sementara itu, partisipasi pemerintah daerah meliputi penyediaan bantuan bibit, 

pelatihan teknis budidaya cabai, serta monitoring pelaksanaan program. Namun, 

tidak semua program yang dirancang pemerintah berjalan optimal apabila 

masyarakat tidak terlibat secara aktif. Di beberapa kasus, rendahnya partisipasi 

dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, minimnya pendampingan, 



34 
 

 
 

rendahnya semangat gotong royong, atau kurangnya pemahaman tentang 

manfaat jangka panjang program tersebut. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. Kerangka berpikir Adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori yang 

ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. Untuk 

mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan 

penelitian, maka dibuatlah kerangka berpikir tentang Partisipasi Masyarakat dalam 

Program Ketahanan Pangan di desa Sseberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan 

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.  

Adapun Varabel dalam penelitian ini yaitu Partisipasi Masyarakat (Variabel 

Independen) memiliki pengaruh terhadap Program Ketahanan Pangan (Variabel 

Dependen).  

Gambar II.1: Kerangka Pemikiran  Partisipasi Masyarakat dalam Program 

Ketahanan  Pangan di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.  
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Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2025 

2.3 Definisi Operasional  

   Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini 

dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini: 

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan pada umumnya, setiap program 

untuk Kesejahteraan Masyarkat (termasuk Program Ketahanan Pangan) 

selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal 

lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang 

berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan Masyarakat 

banyak. 

b. Partisipasi dalam Pelaksanan Kegiatan. Partisipasi dalam Program 

Ketahanan Pangan seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarkat 

Partisipasi Masyarakat dalam Program Ketahanan Pangan di 

Desa Seberang  Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten 

Kuantan Singingi.  

Indikator  Partisipasi 

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan 

3. Partisipasi dalam Evaluasi 

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil 

Sumber : Mardikanto dan Soebianto (2015) 

Terselenggaranya Partisipasi Masyarakat dalam Program Ketahanan  

Pangan di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan KuantanTengah 

Kabupaten kuantan Singingi. 
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banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela 

menyumbangkan tenaganya diidalam kegiatan pelaksanaan program 

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. Kegiatan pemantauan dan 

evaluasi program ketahanan pangan sangat diperlukan . bukan saja agar 

tujuannya dapat dicapai, seperti yang doharapkan, tetapi juga diperlukan 

untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang 

muncul dalam pelaksanaan program yang bersangkutan. 

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil program ketahanan pangan. Partisipasi 

dalam pemanfaatan hasil kegiatan merupakan unsur terpenting yang sering 

dilupakan. Sebab tujuan kegiatan program ketahanan pangan Adalah 

mensejahterahkam masyarakat.  

2.4 Hipotesa Kerja 

 Hipotesis dalam proposal penelitian analisis partisipasi masyarakat dalam 

program ketahanan pangan di Desa Seberang Talur Hilir dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis Utama : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan program ketahanan pangan. Hal ini berarti bahwa semakin 

tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar kemungkinan keberhasilan 

program tersebut. 

b. Hipotesis Pendukung : Faktor-faktor seperti kepemimpinan dan komunikasi 

yang efektif juga berkontribusi terhadap tingkat partisipasi masyarakat, 

yang mempengaruhi keberhasilan program ketahanan Pangan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk memulai hubungan antara partisipasi 

masyarakat dan hasil program ketahanan pangan secara komprehensif. 

2.5 Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah penjabaran dari konsep-konsep penelitian 

menjadi variabel yang dapat diamati dan diukur, sehingga peneliti dapat 

menentukan indikator yang sesuai untuk memperoleh data penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif, definisi operasional digunakan untuk memperjelas makna 

variabel agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.(Sugiyono 2019: 39). 

Tabel II.1:Operasional variabel Partisipasi Masyarakat dalam Program 

Ketahanan Pangan di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan 

Kuantan Tengah kabupaten kuantan singingi. 

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator Ukuran 

Partisipasi 

Masyarakat 

Mardikanto 

dan 

Soebianto 

2015 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam 

Program 

Ketahanan 

Pangan di 

desa 

Seberang 

Taluk Hilir 

1. Partisipasi 

dalam 

pengambilan 

Keputusan 

a. Keterlibatan 

dalam rapat atau 

musyawarah 

Ordianal 

b. Mengemukakan 

Pendapat  

Ordinal 

c. Keikutsertaan 

dalam 

Pembuatan 

Keputusan 

Ordinal 

2. Partisipasi 

dalam 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

a. Kontribusi 

Tenaga  

Ordinal 

b. Kontribusi 

dengan Uang 

Ordinal 

c. Kontribusi 

dengan bahan 

Ordinal 

3. Partisipasi 

dalam 

Pemantauan 

dan evaluasi 

a. Memberikan 

Saran terhadap 

Jalannya 

Program 

Ordinal 
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b. Memberikan 

penilaian dan 

menyampaikan 

sebagai bahan 

evaluasi. 

Ordinal 

4. Partisipasi 

dalam 

Pemanfaatan 

hasil  

a. Pemanfaatan 

hasil Program 

Ketahanan 

Pangan 

Ordinal 

b. Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

Program  

Ordinal 

c. Menjaga dan 

memelihara 

hasil 

Ordinal 

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2025
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif, 

alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah 

peneliti sendiri. Peneliti merupakan key instrumen, teknik pengumpulan yang 

akan digunakan yaitu dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan 

dokumen resmi lainnya.  

Menurut Sugiyono (2020; 9) metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut 

Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020; 7) metode penelitian kualitatif 

deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-

gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah 

dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. 

3.2. Informan Penelitian 

 Informan adalah individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan 

informasi relevan mengenai objek yang akan diteliti. Mereka berperan sebagai 

sumber data utama, memberikan wawasan dan gambaran tentang fenomena atau 

masalah yang sedang dikaji.  
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Dalam penelitian ini informan yang terdiri dari Perangkat Desa, Masyarakat, 

dan anggota kelompok tani. 

  Tabel III.I Informan Penelitian Analisis Partisipasi Masyarakat dalam 

Program Ketahanan Pangan di Desa Seberang Taluk Hilir 

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuiantan Singingi. 

No Informan 

Jumlah 
Persentase 

% Informan 
Key 

Informan 

1. Kepala Desa 1 1 100% 

2. 
Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) 
1 1 100% 

3.  Kelompok Tani 3 1 33,33% 

4.  Masyarakat  5 1 20% 

5. Pengurus Bumdes 5 1 100% 

Jumlah 15 5 33,33% 

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2025. 

Teknik Penarikan Informan pada penelitian ini adalah Puposif.  

Purposif Adalah Teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan 

pertimbangan atau tujuan tertentu dari peneliti. Artinya peneliti memilih informan 

yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan perpengalaman tentang 

masalah atau fenomena yang diteliti.  

3.3. Sumber Data 

 Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 

(dua) jenis data, yakni: 

1. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung 

melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat dan stakeholders yang 

mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam program Ketahanan Pangan 
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2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang diperlukan untuk 

melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang 

dikaji. Sumber data sekunder dalam hal ini diperoleh dari bahan bacaan atau 

dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. 

3.4. Fokus Penelitian 

 Fokus Penelitian adalah menganalisis partisipasi masyarakat desa Seberang 

Taluk Hilir, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam 

program ketahanan pangan ini. 

3.5 Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Seberang Hilir Taluk Kecamatan 

Kuantan Tengah, yang merupakan lokasi implementasi program ketahanan 

pangan, maka dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam program ketahanan pangan tersebut. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2020;105) menyatakan bahwa metode Pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020; 109) Observasi adalah kondisi 

dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih 

mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga 

dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh). Tujuan penggunaan 
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metode ini untuk mencatat hal, perilaku, perkembangan dan sebagainyatentang 

partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan di desa Seberang 

Taluk Hilir. 

b. Wawancara 

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2020; 114) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambal bertatap muka antara peneliti 

dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara) mengenai partisipasi masyarakat dalam program 

ketahanan pangan di Desa Seberang Taluk Hilir.  

c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2020; 124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari 

catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau 

karya-karya monumental dari seseorang/instansi. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2020; 131) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
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a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data 

terhadap gejala yang diselidiki pada objek penelitian. Pengumpulan data adalah 

proses pengumpulan observasi atau pengukuran yang sistematis baik untuk 

tujuan bisnis, pemerintahan, akademik, dan lain sebagainya. Pengolahan data 

bertujuan untuk mencari insight langsung mengenai masalah yang sedang 

diteliti. Pengolahan data di setiap bidang memiliki tujuan yang berbeda, namun 

secara keseluruhan proses pengambilan dan pengumpulan datanya hampir 

sama. Sebelum mengumpulkan data, kita perlu mempertimbangkan tujuan 

penelitian, jenis data yang dibutuhkan dan yang akan dikumpulkan, metode dan 

prosedur yang akan digunakan dalam pengumpulan, penyimpanan, serta 

pemrosesan data. engumpulan data adalah proses sistematis untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian. Teknik ini 

mencakup berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid. Dalam konteks 

partisipasi masyarakat, pengumpulan data membantu peneliti memahami 

perspektif dan keterlibatan masyarakat dalam program ketahanan pangan. 

b. Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan langkah setelah pengumpulan data, di mana 

informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan disintesis untuk menarik 

kesimpulan. Proses ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

hasil. Dalam penelitian partisipasi masyarakat, pengolahan data 

memungkinkan peneliti untuk meningkatkan efektivitas ketahanan pangan 
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berdasarkan umpan balik dari masyarakat. alam proses pengolahan data, ada 

beberapa step yang harus dilakukan agar pengumpulan data lebih efektif dan 

sesuai tujuan penelitian. Jika seorang peneliti tidak memahami langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam pengolahan data, proses penelitian bisa 

jadi memakan waktu lebih lama karena harus mengumpulkan data secara 

berulang-ulang. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan. Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu 

penarikan kesimpulan/verifikasi. pengumpulan data, pengolahan data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, inisiatif berada 

ditangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan sudah dimulai sejak awal. Ini 

berarti apabila proses sudah benar data yang dianalisis telah memenuhi standar 

kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil akan 

dipercayai. 

3.8 Jadwal Penelitian 

Untuk melihat jadwal penelitian ini penulis sudah Menyusun rencana 

penelitian yang akan dilaksanakan, yang mana jadwal penelitian tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel III. 2 : Jadwal Penelitian Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat 

dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Seberang Taluk 

Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi.  
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No 
 

Kegiatan 

Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026J 

September Oktober November Desember Januari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul Proposal X X                                    

2 
Pembuatan Proposal 

  X  X X        
                       

3 
Bimbingan Proposal 

        X X X X X X X  
                    

4 
Seminar Proposal           

 
   

X  
                    

5 
Revisi 

Proposal 

           
      X X      

            

6 
Pembuatan Skripsi            

           X X x X X   
        

7 
Bimbingan Skripsi            

             
   

X X X  
     

8 
Sidang Skiripsi            

             
         X

X 

  

9 
Revisi Skripsi            

             
           X 

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Desa 

Desa Seberang Taluk Hilir merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Desa 

ini terbentuk dari perkembangan permukiman masyarakat di sepanjang aliran 

Sungai Kuantan yang sejak dahulu menjadi pusat aktivitas kehidupan masyarakat. 

Desa Seberang Taluk Hilir mulanya hasil pemekaran Dari Desa Seberang 

Taluk, karena perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan penduduk, 

maka Desa Seberang Taluk menjadi dua Desa yaitu Desa Seberang Taluk dan 

Desa Seberang Teluk Hilir, sejak tahun 2003 Desa ini bernama Desa Persiapan 

Seberang Teluk Hilir, berdasarkan musyawarah desa Persiapan Seberang Taluk 

Hilir ditunjuklah Pjs. Kepala Desa yaitu Bapak ASHMIRZA H. AZIZ seiring 

dengan waktu dan perjuangan yang begitu panjang dan rumit pada sangat itu 

tepatnya pada tanggal 21 Desember 2010 Desa Persiapan Seberang Teluk Hilir di 

resmikan Oleh Bupati Kuantan Singingi Bapak H. SUKARMIS menjadi Desa 

Definitif Seberang Teluk Hilir, sehingga pada saat ini seiring dengan perubahan 

waktu para pengemban tampuk pemerintahan selalu berganti.  

Seiring waktu, desa ini berkembang menjadi wilayah administratif yang 

memiliki sistem pemerintahan sendiri. Perkembangan desa ditandai dengan adanya 

pembangunan infrastruktur, peningkatan jumlah penduduk, serta pelaksanaan 

program-program pembangunan desa.  
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4.2 Kondisi Geografis  

Desa Seberang Taluk Hilir adalah sebuah desa yang memiliki lima dusun di 

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, secara Geografis 

memiliki batas Wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seberang Taluk 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Baru Kopah 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kuantan/ Desa Sawah 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Duta Palma. 

4.3 Demografi 

4.3.1 Luas dan Batas Wilayah 

Luas Wilayah 45,50 km atau sekitar 4.550 Ha. Yang terdiri dari lahan 

Perkebunan, kantor, fasilitas umum, kuburan, dan juga tempat 

permukiman penduduk. Terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan 12 RT 

Jarak desa ke pusat pemerintahan adalah sebagai berikut: 

a. Ibu Kota Kecamatan 10 km 

b. Ibu Kota Kabupaten 15 km 

c. Ibu Kota Provinsi 165 km 

4.4 Keadaan Sosial 

4.4.1 Jumlah Penduduk  

Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten 

Kuantan Singingi memiliki Jumlah penduduk keseluruhan 1573 jiwa. 

Terdiri dari laki-laki berjumlah 790 orang dan Perempuan 783 orang. 

Dengan jumlah Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini: 



48 
 

 
 

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa 

Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

No 

 

Jenis Kelamin 

 

Jumlah 

 

Persentase 

 

1 Laki-laki 790 50.22% 

2 Perempuan 783 49.78% 

 Jumlah 1573 100% 

Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2026. 

Berdasarkan tabel IV.1 diatas, jumlah penduduk Masyarakat Desa 

Seberang Taluk Hilir lebih banyak jumlah Laki-laki dari pada Perempuan. 

Adapun jumlah Laki-laki 790 Orang dengan persentase 50,22%, 

sedangkan jumlah Perempuan 783 orang dengan persentase 49,78%. 

Dengan jumlah 298 KK. 

4.4.2 Lembaga Pendidikan 

Lembaga Pendidikan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel IV.2: Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Seberang Taluk Hilir   

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupeten Kuantan Singingi. 

No 

 

Sarana Pendidikan 

 

Jumlah 

 

1 Play Group 1 

2 TK 1 

3 SD/ Sederajat 1 

4 SMP/ Sederajat 1 

5 SMA/ Sederajat - 

 Jumlah 4 

Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2026. 

Berdasarkan tabel IV.2 diatas, dapat dilihat bahwa sarana Pendidikan 

Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir cukup memadai, diharapkan 

kedepannya pemerintah meningkatkan lagi sarana Pendidikan ini. 
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Selain saran Pendidikan, Desa Seberang Taluk Hilir juga terdapat 

sarana Sosial dan Olahraga, berikut sarana olahraga yang ada pada desa 

Seberang Taluk Hilir: 

Tabel IV.3:  Jumlah Sarana Sosial dan Olahraga di Desa Seberang Taluk 

Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi.  

No 

 

Sarana Sosial dan Olahraga Jumlah 

1 Lapangan Sepak Bola 1 

2 Lapangan Bulu Tangkis 1 

3 Lapangan Voli 1 

4 Lapangan Tenis - 

5 Meja Pingpong - 

6 Balai Desa 1 

 Jumlah 4 

Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2026. 

Berdasarkan tabel IV.3 diatas, dapat dilihat di Desa Seberang taluk Hilir 

lapangan sepak bola 1, lapangan bulu tangkis 1, lapangan voli 1, dan balai 

Desa 1, yang berarti sarana olahraga di Desa Seberang taluk Hilir yang 

kurang lengkap. 

4.4.3 Keagamaan 

Berikut jumlah penduduk Desa Seberang Taluk Hilir berdasarkan 

agama yaitu sebagai berikut: 

Tabel IV.4: Jumlah Penduduk Bedasarkan Agama di Desa Seberang 

Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten 

Kuantan Singingi 

Agama 

 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Islam 790 Orang 783 1573 (100%) 

Kristen - - - 

Katholik - - - 

Hindu - - - 
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Buddha - - - 

Khonghucu - - - 

Jumlah 790 Orang 783 Orang 1573 

Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2026. 

Dari tabel IV.4 diatas, dapat dilihat, bahwa Mayoritas Penduduk di 

Desa Seberang Taluk Hilir mayoritas beragama Islam. Ketaatan 

masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana 

penunjang masyarakat dalam menjalankan ibadah. Sarana rumah ibadah 

di Desa Seberang Taluk Hilir adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.5: Jumlah Rumah Ibadah di Desa Seberang Taluk Hilir   

Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi 

No 

 

Rumah Ibadah Jumlah 

1 Masjid  1 buah 

2 Langgar/Surau/Mushola 4 buah 

3 Gereja Kristen Protestan - 

4 Gereja Katholik - 

5 Wihara - 

 Jumlah 5 

Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2026. 

Berdasarkan tabel IV.5 diatas, dapat dilihat bahwa di Desa Seberang 

Taluk Hilir terdapat cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Yang 

mayoritas sarana ibadah yang beragama islam yaitu masjid dan surau selain 

untuk tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat Pendidikan anak-anak 

dalam bidang seni membaca al-quran, tempat pelaksanaan wirid dan tempat 

pengajian bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja. 
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4.5 Struktur Organisasi Desa Seberang Taluk Hilir 

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Kantor Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi 

 

Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir Tahun 2024. 
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4.5.1 Kepala Desa 

Kepala desa bertugas menjalankan hak, wewenang dan kewajiban 

sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan desa, yaitu 

menyelenggarakan rumah tangga desa merupakan penyelenggara dan 

penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.  

Urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan umum, 

termasuk pembinaan ketentraman umum dan ketertiban sesuai dengan 

peraturan perundamg undangan yang berlaku, menumbuh kembangkan 

jiwa kebersamaan dan gotong royong sebagai sendi utama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

4.5.2 Sekretaris Desa 

Sekretaris desa berkedudukan sebagai staf pembantu kepala desa, 

sekretaris desa juga menjalan tugas pemerintahan seperti pelayanan 

administrasi baik dikantor maupun diluar kantor desa.  

Untuk menjalankan tugas tersebut maka sekretaris desa mempunyai 

fungsi sebagai berikut:  

1. Melaksnakan urusan surat menyurat, kearsifan dan laporan  

2. Melaksanakan urusan keuangan desa  

3. Melaksankan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan  

4. Melaksankan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepla desa 

berhalangan melaksankan tugas. 
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4.5.3 Kepala Urusan 

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam 

bidang tugasnya, kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:  

1. Melaksanakan kegiatan urusan berkedudukan sebagai urusan 

pembangunan dan umum sesuai dengan tugas bidangnya masing-

masing. 

2. Melaksanakan urusan administrasi dibidang tugasnya dalam 

membantu sekretaris desa. 

4.6   Mata Pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan 

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi; 

Tabel IV.6: Jenis Mata Pencaharian di Desa Seberang Taluk Hilir 

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 

No 

 

Jenis Mata pencaharian Jumlah 

1 Petani 216 

2 Pedagang 83 

3 PNS 72 

4 Tukang 11 

5 Guru 39 

6 Bidan/Perawat 12 

7 TNI/Polri 6 

8 Pensiunan 34 

9 Supir Angkut 6 

10 Buruh 35 

11 Jasa Sewa 3 

12 Swasta 156 

 Jumlah 673 

Sumber: Kantor Desa Seberang taluk Hilir Tahun 2024. 

Dari tabel IV.6 diatas, dapat diuraikan bahwa jenis usaha atau mata 

pencaharian penduduk Desa Seberang Taluk terdiri dari berbagai usaha dan 
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Profesi diantaranya adalah, untuk Petani sebanyak 216 Orang, pedagang sebanyak 

83 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 72 orang, Tukang sebanyak 11 

orang, Guru sebanyak 39 orang, Bidan/Perawat 12 orang, TNI/POLRI sebanyak 

6 orang, Pensiunan sebanyak 34 orang, sopir angkut sebanyak 6 orang, buruh 

sebanyak 35 orang, jasa sewa sebanyak 3 orang, dan swasta sebanyak 156 orang, 

dengan jumlah keseluruhan sebanyak 673 orang tahun 2024. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan 

data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dapat disimpulkan bahwa 

Partisipasi Masyarakat dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Seberang Taluk 

Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Cukup Baik. 

Ini dapat dilihat karena rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam 

keterlibatan musyawarah dan mengemukakan pendapat, diskusi lebih banyak 

didominasi oleh perangkat desa dan beberapa tokoh tertentu, sementara 

masyarakat umum cenderung hanya mendengarkan. Selain itu, masyarakat juga 

belum aktif dalam memberikan saran, kritik, dan masukan pada tahap evaluasi 

program. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat 

terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan aktif secara 

menyeluruh. 

6.2 Saran 

Dari uraian Kesimpulan diatas, maka dapat peneliti berikan saran sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan upaya sosialisasi dan 

komunikasi kepada masyarakat terkait pentingnya keterlibatan dalam 

setiap tahapan program, khususnya dalam pengambilan keputusan dan 

evaluasi. Selain itu, perlu adanya upaya untuk menciptakan forum 
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musyawarah yang lebih inklusif agar seluruh lapisan masyarakat memiliki 

kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. 

2. Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dan sadar akan pentingnya 

partisipasi tidak hanya dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam perencanaan 

dan evaluasi program. Keterlibatan secara menyeluruh akan meningkatkan 

rasa memiliki terhadap program serta mendukung keberlanjutan program 

ketahanan pangan. 

3. Kelompok tani diharapkan dapat menjadi motor penggerak partisipasi 

masyarakat dengan mengajak dan melibatkan masyarakat yang belum 

aktif, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan 

program ketahanan pangan. 
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Gambar I: Wawancara dengan Responden Kepala Desa 

 

 
Gambar II: Wawancara dengan Responden BPD 

 

 
 

Gambar III: Wawancara dengan Responden Kelompok Tani 
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Gambar IV: Wawancara dengan Responden Masyarakat 

 

 

 
Gambar V: Foto Ketahanan Pangan Cabe 
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